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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan 

seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah 

tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, wa rahmah. Dalam islam 

perkawinan memiliki keistimewaan, dan islam menganjurkan agar setiap laki-

laki dan perempuan menjalani perkawinan agar mendapatkan keluarga 

bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Sebagaimana 

firman Allah: 

َُكُ ْٛ َٔجَعَمَ بَ َٓب  ْٛ َٔاجًب نِخَسْكُُُٕا إِنَ َْفُسِكُىْ أَشْ ٍْ أَ ٌْ خَهَكَ نَكُىْ يِ ِّ أَ ٍْ آَٚبحِ ىْ َٔيِ

ٌَ ْٕوٍ َٚخَفَكَسُٔ ٌَ فِٙ ذَٰنِكَ نَآَٚبثٍ نِمَ ًَتً ۚ إِ َٔزَحْ َٕدَّةً   يَ

Artinya : 

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”. 

Sesungguhnya pada yang demikian itnar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berfikir” (Ar-Rum: 21)
1
 

 Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan 

menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau 

misaqan galizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya 

merupakan ibadah. Selain itu, baik undang-undang perkawinan ataupun 
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Kompilasi Hukum Islam telah merumuskan dengan jelas bahwa tujuan 

perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi. 

Namun, bahtera rumah tangga seringkali dihadapkan oleh masalah yang 

kemudian berujung pada perceraian.
2
 

Cerai gugat adalah pemecahan perkawinan atau perceraian yang 

diajukan oleh pihak istri.Dalam Pasal 73 ayat 1 telah menetapkan secara 

permanen bahwa dalam perkara cerai gugat, yang bertindak sebagai 

penggugat adalah istri. Pada pihak lain, suami ditempatkan sebagai tergugat. 

Dengan demikian masing-masing mempunyai jalur tertentu dalam upaya 

menuntut perceraian.Jalur suami melalui upaya cerai talak dan jalur istri 

melalui cerai gugat.Gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang istri 

yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang 

suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut 

agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.
3
 

Pengertian Cerai Gugat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 UUP, 

tata cara pemeriksaan cerai gugat telah ditentukan dan diatur lebih lanjut 

dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975. Sementara itu tata cara pemeriksaan cerai gugat yang diajukan 

kepada Pengadilan Agama diatur lebih lanjut dalam Pasal 73 sampai dengan 

Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 132 sampai Pasal 

148 Kompilasi Hukum Islam. 
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Jika  upaya cerai gugat dihubungkan dengan tata tertib beracara yang 

diatur dalam hukum acara, cerai gugat benar-benar murni bersifat 

contentinosa. Ada sengketa yakni sengketa perkawinan yang menyangkut 

perceraian. Terlepas dari penegasan yang menyatakan cerai gugat bersifat 

contentinosa dan bersifat contradiktoir, namun dalam cerai gugat yang 

berbentuk khuluk, penyelesain hukumnya akan diakhiri dengan tata cara cerai 

talak. Seolah-olah kedua bentuk upaya perceraian bertemu. Prosesnya mula-

mula mengikuti tata cara cerai gugat, tetapi penyelesaianya diakhiri dengan 

tata cara cerai talak.
4
 

Perkara yang mengandung sengketa antara suami sebagai tergugat 

dengan istri sebagai penggugat, maka ketentuan yang diperbolehkan hukum 

acara dalam perkara secara bersamaan, berlaku sepenuhnya dalam formulasi 

gugatan perceraian.Dalam perkara cerai gugat maka gugatan soal penguasaan 

anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan 

bersama-sama dengan gugatan perceraianataupun sesudah putusan perceraian 

memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Mengenai pengertian verstek, tidak terlepas dari kaitannya dengan 

fungsi beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, 

yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya 

penggugat atau tergugat.Sehubungan dengan itu, persoalan verstek tidak lepas 

kaitannya dengan ketentuan pasal 124 HIR (Pasal 77 Rv) dan Pasal 125 ayat 

(1) HIR (Pasal 73 Rv). 
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Pengertian verstek secara teknis ialah pemberian wewenang kepada 

hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara meskipun penggugat atau 

tergugat tidak hadir dipersidangan pada tanggal yang ditentukan.Dengan 

demikian putusan diambil dan dijatuhkan tanpa bantahan atau sanggahan dari 

pihak yang tidak hadir. 

Putusan Verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena Tergugat atau 

Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedang 

Penggugat hadir dan mohon putusan.Putusan Verstek diatur dalam Pasal 125-

129 HIR dan 196-197 HIR, Pasal 148-153 Rbg dan 207-208 Rbg, UU no. 20 

tahun 1947 dan SEMA No. 9/1964.
5
 

Perceraian yang terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga memang 

tidak diinginkan, sama halnya dengan hidup dan mati, nasib dan rizki 

manusia, tiada orang yang tahu, manusia hanya bisa berusaha tapi Allah yang 

menentukan, sama halnya dengan perceraian itu sendiri. Namun demikian, 

perceraian bukanlah suatu perkara yang sederhana, dan ia tidak pernah 

dipermudah dan digalakkan oleh umat islam. Lebih-lebih sebuah hadis 

menjelaskan bahwa meskipun talak itu halal, tetapi sesungguhnya perbuatan 

itu dibenci oleh Allah SWT. Sabda Nabi SAW: 

 ىَهَسََٔ ِّْٛهَعَ ٗ الُلههَصَ الِلهلُ ْٕسُزَ بلَلَ -بًَُُْٓعَ الُله َٙضِزَ -سًََعُ ٍِابْ ٍْعَ

َُِٔ( زَكُهَطَّاَ ٗ الِلهنَاِ بلِهَحَانْ ضَغَبْ)اَ ُٔدَّ ؤْبُاَ ا َٔدَّا ّبجَيَ ٍِبْاِ,   
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Artinya: 

Dari Ibnu Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perbuatan 

halal yang paling dibenci Allah ialah cerai.” Riwayat Abu Dawud dan Ibnu 

Majah.
6
 

Di agama islam islam perceraian hanya diperbolehkan jika kedua 

pasangan suami istri telah berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan 

nasihat dan bantuan yang sekiranya dapat merubah keputusan mereka untuk 

bercerai, sehingga tidak ada lagi ruang bagi kedua belah pihak mengatasi 

masalah mereka untuk berdamai. Jika semua usaha-usaha ini telah mereka 

laksanakan namun rumah tangga mereka masih tidak dapat diselamatkan, 

maka islam membenarkan pasangan tersebut untuk bercerai. 

Hukum islam memberikan jalan kepada istri yang menghendaki 

perceraian dengan mengajukan khulu‟, sebagaimana hukum islam memberi 

jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak. Dengan 

kata lain di Indonesia, perceraian terjadi diakibatkan atas kemauan suami 

dengan cara menjatuhkan cerai talak ataupun atas pengajuan istri yang sering 

dikenal cerai gugat. 

Dalam masyarakat, perceraian masih banyak terjadi karena 

merupakan jalan yang dianggap legal formal untuk mengatasi konflik 

perkawinan yang diakibatkan oleh perilaku suami istri. Oleh karena itu, 

proses beracara yang yang dilakukan mengharuskan jalan penyelesaian yang 

tuntas, dan diselesaikan dengan tanpa menimbulkan akibat hukum yang 

panjang di kemudian hari. 
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Dengan adanya pengajuan perkara ke Pengadilan yang dilakukan oleh 

suami atau istri telah menandai bahwa perceraian itu tanpa membedakan jenis 

kelamin dan hak hukum warga negara dapat diajukan oleh masing-masing 

pihak. Oleh karena itu keduanya juga harus memudahkan proses jalannya 

perkara dengan cara mematuhi aturan hukum dan hadir di persidangan, 

sehingga pencapaian keadilan dapat terpenuhi dan perkara dapat di selesaikan 

berdasarkan aturan hukum. 

Bagi peradilan islam, prinsip semua harus hadir itu, dapat di pahami 

dari hadis Rasulullah SAW:  

 َٔ ِّْٛهَعَ ٗ الُلههّصَ الِله ٕلَسُزَ بلَ: لَبلَمًَُُْٓعَ الُله َٙضِزَ ِٙهِعَ ٍْعََٔ 

ٌِهَجُزَ كَْٛنَٗ اِضّمَا حَدَّ)اِ ىَهَّسَ َٕبَٙ نِضِمْب حَهَ, فَب  بوَهَكَ عًََسْٗ حَخَ, حَلِن

( دُعْب بًَٛبضِلَ جُنْب شًَِٙ فَهِعَ بلَٙ. لَضِمْحَ فَْٛ٘ كَزِدْحَ فَْٕسَ, فَسَخِالَا

َُِٔزَ ٘دِيِسْانخِ ا  
Artinya: 

Dari Ali RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Apabila ada dua 

orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah engkau 

memutuskan untuk orang yang pertama sebelum engkau mendengar 

keterangan orang kedua agar engkau mengetahui bagaimana harus 

memutuskan hukum.” Ali berkata: Setelah itu aku selalu menjadi hakim yang 

baik. Riwayat Tirmidzi.
7
 

 

Selain kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, hal lain yang 

sangat berperan penting dalam persidangan adalah posisi hakim yang akan 

memutuskan perkara, juga sebagai pendamai kedua belah pihak. Asas 

kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat 

sejalan dengan tuntutan ajaran moral islam. Masalah perceraian menurut 
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aturan hukum Indonesia sebagaimana dalam Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989, 

harus dan hanya dapat dilakukan di muka sidang Pengadilan Agama. Oleh 

karenanya perceraian mensyaratkan adanya proses beracara yang harus 

dipatuhi. Jadi, selama proses persidangan dan mengikutinya setelah 

memperoleh surat pemanggilan dari Pengadilan. Antara penggugat dan 

tergugat memiliki kepentingan masing-masing. Karenanya jika salah seorang 

pengggat atau tergugat tidak hadir setelah adanya pemanggilan secara sah dan 

patut, maka pihak pengadilan yang menangani akan menyelesaikannya sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

Namun, seringkali ketidakhadiran dilakukan tergugat dan tidak pula 

mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah. Dalam hal ini ketidakhadiran 

tergugat inilah putusan yang dikeluarkan oleh hakim disebut denhgan putusan 

verstek. 

Verstek sendiri secara garis besar adalah putusan yang dijatuhkan 

karena tergugat atau termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil 

secara sah dan patut. Ketidakhadiran tergugat memenuhi panggilan tersebut 

dengan tanpa alasan yang sah, sesuai pasal 125 ayat (1) dan 126 hakim dapat 

menjatuhkan putusan verstek dengan mempertimbangkan gugatan dari istri 

yang telah hadir dan minta putusan agar perkaranya segera diputus.  

Perihal sahnya penerapan Acara Verstek kepada Tergugat, merujuk 

kepada ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR atau Pasal 78 Rv. Bertitik tolak dari 

Pasal tersebut, dapat dikemukakan syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. 
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2. Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah. 

3. Tergugat tidak mengajukan tangkisan atau eksepsi kompetensi 

4. Penggugat hadir di persidangan. 

5. Penggugat mohon keputusan
8
 

Pada satu sisi Undang-undang menghadirkan kedudukan Tergugat di 

persidangan sebagai hak, bukan kewajiban yang bersifat imperatif.Hukum 

menyerahkan sepenuhnya, apakah tergugat mempergunakan hak itu untuk 

membela kepentingannya atau tidak. Di sisi lain Undang-undang tidak 

memaksakan acara verstek secara imperatif. Hukum tidak mesti menjatuhkan 

putusan verstek terhadap tergugat yang tidak hadir memenuhi 

panggilan.Penerapannya bersifat fakultatif.Kepada Hakim diberi kebebasan 

untuk menerapkannya atau tidak. Sifat penerapan yang fakultatif tersebut, 

diatur dalam Pasal 126 HIR sebagai acuan: 

1. Ketidakhadiran Tergugat pada sidang pertama, langsung memberi 

wewenang kepada Hakim menjatuhkan putusan Verstek. 

2.  Mengundurkan sidang dan memanggil Tergugat sekali lagi. 

3.  Batas toleransi pengunduran. 

Pasal 126 HIR tidak mengatur batas toleransi atau batas kebolehan 

pengunduran sidang apabila Tergugat tidak mentaati panggilan. Pasal itu 

hanya mengatakan Pengadilan atau Hakim dapat memerintahkan 

pengunduran, namun tidak menjelaskan berapa kali pengunduran dapat 
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dilakukan, akan tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan asas peradilan 

sederhana, cepat dan biaya ringan. 

Dari latar belakang di atas peneliti mengangkat judul “PROSES 

PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT yang DIPUTUS 

VERSTEK (STUDI KASUS 5 PUTUSAN PENGADILAN AGAMA 

AMBARAWA TAHUN 2015)” 

B. Penegasan Istilah 

Sebelum penyusun membahas lebih lanjut tentang permasalahan dalam 

penelitian ini, terlebih dahulu penyusun akan menjelaskan istilah-istilah yang 

tertera dalam judul ini, dengan maksud agar tidak terjadi kesalah pahaman 

atau penafsiran ganda dalam memahami permasalahan yang akan dibahas. 

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam judul “Proses 

Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Yang Diputus Verstek (Studi Kasus 5 

Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2015)” adalah sebagai berikut: 

1. Cerai Gugat 

Perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Dalam pasal 73 ayat 1 telah 

menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat, yang 

bertindak sebagai penggugat adalah istri. Pada pihak lain, suami 

ditempatkan sebagai tergugat.
9
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2. Verstek  

Kewenangan hakim untuk memeriksa dan memutus suatu perkara 

meskipun tergugat dalam perkara tersebut tidak hadir di persidangan 

pada tanggal yang telah ditentukan.
10

 

3. Putusan  

Suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim yang diucapkan pada 

sidang pengadilan yang terbuka untuk umum dan bertujuan untuk 

menyelesaikan dan mengakhiri perkara perdata.
11

 

4. Pengadilan Agama 

Pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman 

di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota 

kabupaten atau kota. Pengadilan agama memiliki wewenang untuk 

menyelesaikan perkara antara orang islam dengan perkara di bidang: 

perkawinan, waris, wasiat, wakaf, hibah, zakat, infaq, shadaqah, 

ekonomi syari‟ah.
12

 

5. Proses Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Yang Diputus Verstek (Studi 

Kasus 5 Putusan Di Pengadilan agama Ambarawa Tahun 2015) 

Proses untuk menyelesaiakan perkara cerai gugat yang tidak dihadiri 

oleh tergugat yang sudah dipanggil secara patut dan sah oleh 

Pengadilan tanpa memberikan wewenang kepada orang lain untuk 

mewakilinya, dan tidak mempunyai alasan yang sah sehingga perkara 
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cerai gugat tersebut dapat diputus verstek oleh hakim. Dalam penelitian 

ini penulis mengambil 5 perkara di Pengadilan Agama Ambarawa 

Tahun 2015. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara gugat yang diputus verstek (studi 

kasus 5 putusan Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2015) 

2. Apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugat yang diputus 

verstek di Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2015 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara gugat yang diputus 

verstek (studi kasus 5 putusan Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 

2015) 

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugat 

yang diputus verstek di Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2015 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan tercapainya tujuan penelitian diatas,maka penelitian ini 

diharapkan berguna untuk : 

a. Aspek Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk 

memperkaya khasanah pemikiran hukum,terutama hukum islam dan 

menambah wawasan bagi pembacanya. 

b. Aspek Praktis 
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Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan bahan 

pertimbangan bagi masyarkat islam dalam menghadapi kasus cerai 

gugat yang diputus secara verstek. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Untuk memperoleh hasil yang optimal dengan apa yang penyusun 

harapkan, maka dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode-

metode sebagai berikut:  

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan 

(FieldResearch) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, 

peristiwa-peristiwa, dan fenomena yang terjadi pada lingkungan 

sekitar.Dalam hal ini penyusun melakukan penelitian langsung ke 

Pengadilan Agama Ambarawa. 

2. Sumber data 

Sumber data yang diajukan acuan dalam penelitian ini adalah 

a. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh peneliti dari sumber 

pertamanya.  Data primer disini adalah keterangan-keterangan dari ketua 

Pengadilan Agama Ambarawa 

b. Data sekunder yaitu data penunjang yang diperoleh dari tangan kedua 

dalam bentuk dokumen-dokumen.  Data tersebut terdiri dari surat-surat 

dan dokumen-dokumen lain yang ada kaitanya dengan permasalahan 

yang dibahas. Kemudian penyusun mengumpulkan dan membaca buku-
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buku, dokumen dan tulisan yang ada hubunganya dengan cerai gugat 

yang diputus secara verstek. 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode untuk mencari dan mengenal hal-hal 

atau Variabel yang berupa catatan, notulen, buku, surat kabar, 

majalah transkrip, agenda dan sebagainya.  Metode Dokumentasi 

dalam pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh data dari 

Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2015 dan struktur organisasi 

Pengadilan Agama Ambarawa. 

b. Metode Wawancara 

Wawancara (Interview) adalah metode pengumpulan data 

dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan 

sistematika dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.  Metode 

wawancara ini di gunakan untuk melengkapi metode dokumentasi 

yaitu untuk memperoleh informasi tentang alasan apa yang 

mendorong pelaku melakukan cerai gugat dan mendaftarkannya di 

Pengadilan Agama Ambarawa. 

4. Metode Analisis Data 

Untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat, maka 

data yang telah terkumpul akan peneliti oleh menggunakan Metode 

Induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa- 

peristiwa yang kongrit, kemudian fakta-fakta yang khusus, peristiwa-
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peristiwa yamg kongrit tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang 

mampu mempunyai sifat umum.  Dengan metode ini peneliti akan 

menganalisis data dari hasil penelitian yaitu mengenai perkara cerai 

gugat di Pengadilan Agama Ambarawa. 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah 

pembahasan, maka penyusun mengajukan sistematika pembahasan dalam 

lima bab yang di maksud dalam skripsi ini adalah: 

 BAB I : PENDAHULUAN : 

Dalam bab I ini peneliti akan menjelaskan tentang  latar 

belakang masalah, tujuan penulisan, penegasan istilah yang di 

gunakan dalam judul skripsi ini, metode penelitian dan sistematika 

penulisan skripsi ini. 

 BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN  

Bab II ini berisi tentang pengertian verstek, dasar hukum 

verstek, syarat dijatuhkannya putusan verstek, proses putusan verstek, 

upaya hukum terhadap putusan verstek, dan kekuatan putusan hakim 

terhadap verstek. 

 BAB III :PROSES PENYELESAIAN PERKARA CERAI 

GUGAT YANG DI PUTUS VERSTEK ( STUDI KASUS 5 

PERKARA DI PENGADILAN AGAMA AMBARAWA TAHUN 

2015) 
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Dalam bab ini, berisi tentang hasil penelitian yang mencangkup 

letak geografis, kondisi sosial penduduk, pelaksanaan perkawinan usia 

muda ,menguraikan alasan-alasan para pelaku yang telah 

melaksanakan perkawinan usia muda di Desa Pringlangu Kecamatan 

Pekalongan Barat Kota Pekalongan tahun 2015. 

 BAB IV : ANALISI HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini, penulis akan menganalisis tentang alasan 

perkawinan pada usia muda dan menganalisi dampak kehidupan 

setelah terjadinya perkawinan pada usia muda di Desa Pringlangu 

Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan tahun 2015. 

 BAB V :  PENUTUP 

Bab ini  merupakan kesimpulan dari pembahasan bab-bab yang 

telah di tulis penyusun, serta saran sebagai penutup dan di lenkapi 

dengan daftar isi dan lampiran-lampiran.  


